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ABSTRAK
Undang-undang  nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bercita-cita mewujudkan Desa yang maju, 

kuat, mandiri, demokraƟ s dan sejahtera sebagai arah perubahan desa yang berkelan-jutan. Dite-
gaskan dalam regulasi tersebut, bahwa perencanaan desa menjadi alat strategis dimana Badan 
Perwakilan Desa dan masyarakat melakukan fungsi kontrol, keseimbangan dan akuntabilitas pem-
bangunan Desa. Bagaimana penyusunan RKPDesa di masa pandemi Covid-19? Perencanaan desa 
harus disesuaikan dengan refocusing untuk adaptasi dengan dampak Covid-19 sebagaimana dia-
rahkan oleh Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah TerƟ nggal, dan Transmigrasi Nomor 
8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19. Kegiatan pengabdian bertujuan untuk membantu 
pengembangan kapasitas Aparat Desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) ta-
hun rencana 2021 dengan refocusing kegiatan dan anggaran pada upaya pemulihan ekonomi warga 
desa terdampak Covid-19. Metode pengabdian dilakukan dengan pelaƟ han dan asistensi (daring dan 
luring) pada perangkat desa, anggota BPD, dan ketua lembaga kemasyarakatan desa. Teknologi yang 
ditransfer adalah tehnologi parƟ sipasi, menganalisis isu dan potensi desa dan merangkaikannya da-
lam perencanaan dan penganggaran desa yang responsif pada dampak Covid-19. Hasil pengabdian 
adalah tersusunnya draf dokumen rencana kerja desa 2021 yang mengarusutamakan pemulihan 
desa terdampak Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, Desa Tanggap Covid, RKPDes

ABSTRACT
Law number 6 of 2014 concerning Villages aspires to create a village that is advanced, strong, 

independent, democraƟ c and prosperous as a direcƟ on of sustainable village change. The regulaƟ on 
emphasizes that village planning is a strategic tool in which the Village RepresentaƟ ve Body and the 
community perform the funcƟ ons of control, balance and accountability of Village development. How 
was the preparaƟ on of RKPDesa during the Covid-19 pandemic? Village planning must be adjusted 
with refocusing for adaptaƟ on to the impact of Covid-19 as directed by the Circular of the Minister 
of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and TransmigraƟ on Number 8 of 2020 concerning 
Covid-19 Response Villages. This service acƟ vity aims to help develop the capacity of the Village Ap-
paratus to prepare a Village Development Work Plan (RKPDes) for the 2021 plan by refocusing on ac-
Ɵ viƟ es and budgets on eff orts to restore the economy of villagers aff ected by Covid-19. The method 
of inducƟ on is carried out by training and assistance (online and offl  ine) to village offi  cials, members 
of the BPD, and heads of village community organizaƟ ons. The technology transferred is parƟ cipato-
ry technology, analyzing village issues and potenƟ als and weaving them in village planning and bud-
geƟ ng that is responsive to the impact of Covid-19. The result of this dedicaƟ on was the draŌ ing of 
a 2021 village work plan document that mainstreamed the recovery of villages aff ected by Covid-19.

Keywords: Covid-19, Covid-19 respons village, RKPDes
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PENDAHULUAN
Kajian Kementerian Desa, PDT dan Transmi-

grasi menemukan permasalahan yang dihadapi 
pemerintah dan masyarakat desa pada umumn-
ya, melipuƟ : Pertama, adanya perbedaan penaf-
siran UU Desa di Ɵ ngkat elite yang berimplikasi 
pada proses penerapan dan pencapaian mandat 
yang Ɵ dak utuh, bahkan mengarah pada pembe-
lokan terhadap mandat UU.  Kedua, pemerintah 
desa mengalami jebakan pragmaƟ sme dan rep-
likasi proyek desa sebelumnya yang didominasi 
proyek fi sik, sehingga kreaƟ vitas desa mengga-
li sumber daya lokal di desa dan investasi pro-
dukƟ f Ɵ dak muncul.  Akibatnya dana desa yang 
seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, 
belum digunakan secara opƟ mal.  Alokasi dana 
desa belum diopƟ malkan untuk menggali sum-
ber pendapatan baru melalui investasi produk-
Ɵ f yang dijalankan oleh masyarakat.  KeƟ ga, 
demokraƟ sasi desa masih menghadapi kendala 
prakƟ k administraƟ f.  Tingkat parƟ sipasi yang 
substanƟ f dan konstruksif dari masyarakat desa 
masih lemah.  Keempat, penguasaan rakyat atas 
tanah dan sumberdaya alam belum terintegrasi 
dalam kedaulatan dalam mengatur ruang desa 
sebagai basis dari proses pembangunan dan 
pemberdayaan desa.  Kelima, praktek pelaksa-
naan musyawarah desa cenderung patriarki dan 
prosedural.  Keenam, tata ruang kawasan per-
desaan yang harus tunduk dengan tata daerah 
cenderung top down dan Ɵ dak jarang Ɵ dak ses-
uai aspirasi desa.

Permasalahan pembangunan desa secara 
umum bersumber pada kekurangsiapan sum-
ber daya manusia baik pemerintah desa, BPD, 
maupun masyarakatnya dalam mengelola sum-
berdaya desa secara kreaƟ f.  Kendala adminis-
traƟ f, poliƟ s, maupun keterampilan manajerial 
semakin memperlemah perangkat desa dan 
perwakilan masyarakat desa melakukan inovasi 

perencanaan pembangunan desa untuk mening-
katkan kreaƟ vitas, kemandirian dan kesejahter-
aan masyarakat desa.  

Harapan untuk membangun kemandirian 
desa dimulai dari proses perencanaan desa yang 
baik, dan diikuƟ  dengan tata kelola program 
yang baik pula.  Proses perencanaan yang baik 
akan menumbuhkan parƟ sipasi masyarakat un-
tuk terlibat dalam pembangunan desa. Di bagian 
lain, proses merencanakan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan 
desa merupakan wujud nyata dari kewenangan 
mengatur dan mengurus pembangunan desa 
yang berskala lokal desa.  

Penganggaran sektor publik merupakan 
proses yang sangat vital bagi organisasi sektor 
publik. Anggaran publik penƟ ng sebab angga-
ran membantu menentukan Ɵ ngkat kebutuhan 
masyarakat. Pemerintah dapat mengalokasikan 
sumber daya yang langka untuk menggerakan 
pembangunan sosial ekonomi, menjamin kes-
inambungan, dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat dengan anggaran (Wahyudi, Pur-
wanto, 2016). Dalam kondisi pandemi Covid-19 
sekarang ini eksistensi anggaran sektor publik, 
Ɵ dak terkecuali di pemerintahan desa, menjadi 
sangat strategis. Salah satu contoh adalah ke-
beradaan dana desa. Persebaran dana desa san-
gat merata di seluruh pelosok tanah air dengan 
jumlah nominal yang relaƟ f besar. 

Alokasi dana didistribusikan untuk 74.953 
desa di 434 kabupaten dan kota di Indonesia. 
Dana desa yang diperoleh oleh pemerintah desa 
dapat segera untuk menganƟ sipasi, mencegah, 
sekaligus menangani luasnya dampak penyeba-
ran  Covid-19 (Wibowo, 2020). 

Merebaknya penyebaran Covid-19 di berb-
agai pelosok daerah menuntut seluruh lapisan 
pemerintahan berkontribusi terhadap penan-
ganan Covid-19. Demikian pula pemerintahan 
desa, level pemerintahan paling bawah, menjadi 
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ujung tombak yang langsung berhadapan den-
gan masyarakat. Pemerintahan desa melalui ke-
bijakan anggarannya diharapkan dapat berperan 
serta dalam mengintervensi penanganan Covid 
di desa masing-masing. Besarnya potensi dana 
desa disadari pemerintah pusat dengan men-
dorong desa untuk mengalokasikan sebagian 
dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa 
penanganan pandemi Covid-19 dengan meman-
faatkan dana desa bisa melalui dua cara, yakni 
penyaluran bantuan sosial bagi warga yang ter-
dampak dan pelaksanaan program padat karya 
tunai desa (PKTD). Namun, penyaluran dana 
desa di kuartal pertama 2020 belum opƟ mal. 
Dana desa yang sudah cair baru 13% dari alo-
kasi tahun 2020 sebesar Rp. 72 triliun (hƩ ps://
republika.co.id, 7 April 2020).

Menyusun sebuah rencana yang baik me-
merlukan keterampilan mengolah dan mengor-
ganisir data dan informasi yang memadai agar 
rencana yang disusun dapat memecahkan mas-
alah yang ditemui atau dialami masyarakat desa 
melalui potensi yang dimiliknya. Tidak sedikit 
desa yang kesulitan dalam menyusun perenca-
naan dan penganggarannya. Dari need asses-
ment, secara khusus permasalahan yang dihada-
pi lokasi mitra terkait penyusunan perencanaan 
desa sebagai berikut:
1. Perlu peningkatan kemampuan aparat pe-

merintah desa, BPD dan masyarakat untuk 
mengolah data dan infomasi desa sebagai 
bahan perumusan dokumen perencanaan 
pembangunan tahunan (RKPDesa) yang 
memuat sinergitas program kegiatan yang 
memiliki dampak langsung pada pilar ke-
mandirian dan kesejahteraan desa serta  
mendukung target pencapaian indikator ki-
nerja utama daerah.

2. Perlu peningkatan kemampuan aparat pe-
merintah desa, BPD dan masyarakat untuk 
mengolah data dan infomasi guna pencer-

matan Pagu IndikaƟ f Desa dan Penyelarasan 
Program/Kegiatan Pembangunan Desa 
supaya sinergis dengan program supra Desa.

3. Perlu peningkatan ketrampilan membangun 
sistem informasi dan komunikasi yang dapat 
diakses masyarakat desa untuk mengawal 
akuntabilitas sosial perencanaan pembangu-
nan desa.
Tujuan program pengabdian yaitu diharap-

kan menghasilkan peningkatan pemahaman dan 
ketrampilan mitra terkait permasalahan yang di-
intervensi, sehingga mampu menghasilkan RKP 
Desa yang akuntabel dan parƟ sipaƟ f mengikuƟ  
kebutuhan pandemi Covid-19.

METODE
Persoalan mitra adalah menghadapi ken-

dala kapasitas teknis memenuhi amanat Un-
dang-undang tentang Desa untuk menyusun 
perencanaan desa yang berbasis kinerja menuju 
kemandirian dan kemajuan desa dalam kondi-
si pandemi Covid-19.  Oleh karena itu Metode 
solusi yang ditawarkan sebagai intervensi per-
masalahan mitra adalah pendekatan transfer 
pengetahuan dan keterampilan penggunaaan 
teknologi berbasis parƟ sipaƟ f. Mitra kegiatan 
pengabdian adalah Pemerintahan Desa Kuwiran. 
Desa Kuwiran termasuk wilayah Kecamatan 
Banyudono, Boyolali yang memiliki luas wilayah 
192.0990 hektar dengan batas wilayah melipu-
Ɵ : Desa Batan (sebelah utara), Desa Kertonatan, 
Kabupaten Sukoharjo (sebelah Ɵ mur), Desa Jem-
bungan (sebelah selatan) dan Desa Cangkringan 
(sebelah barat). Menurut wilayah administraƟ fn-
ya Desa Kuwiran terbagi dalam 4 wilayah dusun, 
8 wilayah RW, dan 22 wilayah RT. 

Mitra desa berkontribusi sebagai parƟ sipan 
akƟ f melakukan keseluruhan tahap pelaƟ han 
hingga menghasilkan draf RKPDesa.  Mitra Desa 
juga berkontribusi menghasilkan self assesment 
sebagai bahan penyusunan lesson learned pros-
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gah  6 tahun yang menghasilkan RPJMdesa (Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah Desa), 
RKP Desa  (Rencana Kerja Pemerintah Desa, 
merupakan  penjabaran  dari  RPJMDes) yang 
akan menjadi rujukan rencana tahunan, APB-
desa (Ang garan Pendapatan dan Belanja Desa) 
yang merupakan rencana tahunan keuangan 
desa yang berisi besaran anggaran atas program 
dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RK-
PDesa, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang 
terdiri dari beberapa rencana yang akan direa-
lisasikan tahun depan.  Secara ringkas dapat 
dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa) dihasilkan dari RKA/ 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang 
berpatokan  pada  Rencana  Pembangunan Jang-
ka Menengah Desa (RPJM Desa). 

Dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 
pasal 6 ayat  1 dijelaskan bahwa RPJM Desa 
memuat visi  dan  misi  kepala  desa,  arah  kebi-
jakan  pembangunan  desa,  serta  rencana  ke-
giatan  yang melipuƟ   bidang  penyelenggaraan  
pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangun-
an  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa. Rencana 
jangka mengengah ini digunakan sebagai acuan 
dalam membuat rencana tahunan. Desa harus 
memiliki rencana jangka menengah ini untuk 
menerjemahkan visi misi kepala desa dan men-
sinkronisasi rencana pembangunan kabupaten 
dan desa.

RKPDesa  menjadi  dasar  dalam penyusu-
nan  APBDesa.  Rencana Kegiatan  dan  Rencana  
Anggaran  Biaya  yang  telah  ditetapkan  dalam  
RKPDesa  dijadikan pedoman  dalam  proses  
penganggarannya.  APBDesa merupakan ren-
cana anggaran keuangan tahunan pemerintah 
desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 
program dan kegiatan yang menjadi kewenan-
gan desa.  

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 men-
jelaskan APBDesa terdiri dari pendapatan desa, 

es peningkatan kapasitas masyarakat desa da-
lam penyusunan perencanaan desa yang akunt-
abel dan komunikaƟ f.  Evaluasi keberlanjutan 
program disusun bersama mitra berdasar hasil 
self assesment dari peserta.  Kesepakatan idenƟ -
fi kasi kebutuhan lebih lanjut akan diƟ ndaklanju-
Ɵ  dengan program swakelola yang akan didanai 
oleh masyarakat desa sendiri sesuai kesepaka-
tan. Kontribusi Tim Pengabdian dalam program 
ini adalah sebagai narasumber pelaƟ han dan 
fasilitator proses interaksi kelompok masyarakat 
desa dalam proses penyusunan draŌ  RKPDesa.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

1. Proses perencanaan dan penganggaran 
desa
Proses perencanaan dan penganggaran desa 

berlandaskan pada UU Desa nomor 6 tahun 
2014 yang diterjemahkan lebih lanjut dalam PP 
43 tahun 2014. Secara teknis, perencanaan dan 
penganggaran desa terdapat dalam Permend-
agri 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Desa dan Permendagri 113/2014 tentang Pe-
ngelolaan Keuangan Desa.

Proses perencanaan dan penganggaran 
bukan proses yang terpisah. Perencanaan  dan  
penganggaran  keuangan  desa  merupakan  
proses  yang  terintegrasi, dimana output dari 
perencanaan (pembangunan) desa adalah pen-
ganggaran keuangan. Penganggaran akan di-
tentukan oleh perencanaan yang ada. Menurut 
Permendagri Nomor 114 tahun 2014 pasal 4, 
perencanaan pembangunan desa disusun se-
cara berjangka dan ditetapkan melalui peratur-
an desa. Berdasar UU  Nomor  6  Tahun  2014,  
peraturan  desa  ditetapkan  oleh  kepala  desa  
setelah  dibahas  dan disepakaƟ   bersama  Badan  
Permusyawaratan  Desa  (BPD).

Dokumen dalam perencanaan dan pengang-
garan desa, yaitu: perencanaan jangka menen-
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belanja desa, dan pembiayaan desa. Pendapatan 
desa melipuƟ  semua penerimaan uang melalui 
Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang Ɵ dak  per-
lu  dibayar  kembali  oleh  desa.  Belanja  desa  
melipuƟ  semua pengeluaran dari rekening desa 
yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) 
tahun anggaran yang Ɵ dak akan diperoleh pem-
bayarannya kembali oleh desa. Belanja desa 
dipergunakan dalam rangka mendanai penye-
lenggaraan kewenangan desa. 

2. ParƟ sipasi  Masyarakat dalam Perenca-
naan Keuangan Desa
ParƟ sipasi masyarakat bukanlah hal baru 

di dalam program pembangunan, baik di dunia 
maupun Indonesia. Keterlibatan  masyarakat di-
anggap  mampu  mendorong keberhasilan  suatu  
program  dalam mencapai  tujuan,  salah  satunya  
adalah mewujudkan pemberdayaan masyarakat 
(Anomsari dan Abubakar, 2019). Pelaksanaan  
parƟ sipasi  masyarakat dalam pembangunan 
sangat diperlukan dalam seƟ ap tahap pemba-
ngunan yang dimulai dari tahap  perencanaan,  
tahap  pelaksanaan,  tahap  pemanfaatan,  serta  
tahap  evaluasi  (Huraerah dalam Baihaqi dkk., 
2011).

Menurut Bank Dunia, parƟ sipasi merupa-
kan suatu proses para pihak yang terlibat dalam 
suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi 
dan mengendalikan inisiaƟ f pembangunan dan 
pengambilan serta pengelolaan sumber daya 
pembangunan yang mempengaruhinya.  

Menurut  Isbandi  (2007), parƟ sipasi  mas-
yarakat  merupakan keikutsertaan masyarakat 
dalam proses pengidenƟ fi kasian masalah dan 
potensi yang ada di masyarakat,  pemilihan  dan  
pengambilan  keputusan  tentang  alternaƟ f  
solusi untuk  menangani  masalah,  pelaksanaan  
upaya  mengatasi  masalah,  dan keterlibatan 
masyarakat dalam proses mengevaluasi peru-

bahan yang terjadi. Oakley  dalam  Sangtam  &  
Yaden  (2017)  telah  menunjukkan keuntungan  
dari  parƟ sipasi  masyarakat  dalam  pembangun-
an  pedesaan melalui cara berikut: 1). efi sien 
(parƟ sipasi  masyarakat  dapat  memasƟ kan  
keefekƟ vitasan pemanfaatan sumberdaya yang 
tersedia); 2). efekƟ f  (parƟ sipasi masyarakat 
dapat membuat perbedaan program lebih efek-
Ɵ f  dengan  memberikan  mereka  kesempatan  
dalam  menentukan sasaran dan strategi dan 
dengan berparƟ sipasi dalam implementasi); 3). 
kepercayaan diri (dengan keterlibatan akƟ f war-
ga lokal, Ɵ dak hanya dapat mematahkan  metal  
ketergantungan  masyarakat  dan  meningkatkan 
kepedulian mereka dalam mengontrol proses 
pembangunan); 4). cakupan  (intervensi  pem-
bangunan  dengan  parƟ sipasi  masyarakat di-
arahkan untuk mengangkat bagian yang lemah 
dari masyarakat); dan 5). keberlanjutan  (umum-
nya,  intervensi  pembangunan  didanai  oleh 
pemerintah  atau  pihak  investor.  Berdasarkan  
pengalaman,  proyek dengan  bantuan  dari  
luar  biasanya  gagal  dalam  mempertahankan 
eksistensinya.  ParƟ sipasi  masyarakatlah  yang  
dianggap  sebagai prasyarat dalam keberlangsu-
ngan dari proyek tersebut). 

Menurut Hill & Hupe (2002), pemerintahan 
parƟ sipaƟ f memiliki ciri: fokusnya adalah pada 
memberikan arah dan mengundang orang lain 
untuk berparƟ sipasi; basis konsƟ tusional dan 
mandate demokraƟ s yang berhubungan de-
ngan situasi akhir adalah yang menjadi tujuan;  
pemerintah hanya menentukan isi (determine 
content); sasaran adalah ditujukan dalam kekua-
tan gabungan antara pemerintah dan actor lain 
dalam masyarakat; insiaƟ f dan bagian pertenga-
han dalam lingkaran governance adalah penƟ ng, 
tetapi –walaupun petunjuk umum diberikan- 
akhir eksplisit sangat terbuka; visi dan pengem-
bangan berdasarkan konsensus sangat penƟ ng; 
pemerintah hanya berperan sebagai chairper-
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(Sumber: sukasmanto, IRE, siklus perencanaan dan pengangga-
ran desa, 2017 (diolah dari permendagri 13 tahun 2014))

Gambar 1. Keterlibatan Stakeholder dalam Penyusunan APBDesa

Selanjutnya, Tabel 1 berikut memperlihat-
kan keterlibatan masyarakat dalam proses APB-
Desa, dari mulai tahap perencanaan hingga per-
tanggungjawaban.

Tabel 1. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses APBDesa

Proses Yang bisa dilakukan warga
Perencanaan  - MemasƟ kan masalah 

kelompok marginal tercan-
tum dalam dokumen peren-
canaan

 - memasƟ kan masalah 
kelompok marginal menjadi 
masalah prioritas yang ha-
rus diselesaikan oleh desa

son; dan fokusnya adalah pada “managing out-
comes as shared result” 

Dalam konteks perencanaan pembangunan 
nasional parƟ sipasi masyarakat diarƟ kan se-
bagai dukungan rakyat terhadap rencana atau 
proyek pembangunan yang dirancang dan diten-
tukan tujuannya oleh perencana.  Dalam pasal 7 
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 disebutkan 
penyelenggaraan  penyusunan  RPJM  Desa  den-
gan  mengikutsertakan  unsur  masyarakat desa 
dan memperƟ mbangkan kondisi objek desa, pri-
oritas program, serta kegiatan kabupaten/kota.

Berkaitan proses penyusunan APBDesa, 
berikut bagan stakeholders yang terlibat dalam 
penyusunan APBDesa:

 - memasƟ kan pagu indikat-
if anggaran dalam rencana 
kerja pemerintah desa(ta-
hunan)

Penganggaran - Memberikan masukan ten-
tang APBDesa kepada BPD 

 - Mengikut public hearing 
tentang APBDesa

Pelaksanaan  - Kepala desa bersama kepala 
seksi, menyusun RAB, mem-
fasilitasi proses pengadaan 
barang dan jasa, menge-
lola atau melaksanakan 
pekerjaan terkait kegiatan 
yang telah ditetapkan da-
lam peraturan desa tentang 
APBDesa

 - Memberikan masukan ter-
kait perubahan APBDesa 

Penatausa-  Meminta informasi, mem-
haan   berikan masukan, melaku-

kan audit parƟ sipaƟ f
Pertanggung-  Meminta informasi, men-
jawaban   cer ma Ɵ  LPJ, bertanya me-

minta penjelasan terkait LPJ

(Sumber: hƩ ps://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&es-
rc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwinyI_0qOfrAhXHZC-
sKHU7ABxgQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.
dprd-diy.go.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F-
checklist-perencanaan-penganggaran-desa-.docx&usg=AOv-
Vaw1cVs03RYIZ54YuMiZIb4kD )

3.    Perencanaan dan Penganggaran Ber-
perspekƟ f Pandemi Covid-19
Bencana. desa  yang  belum  memasukan  

isu penanganan pandemi Covid-19  dalam RPJM-
Des diharapkan dapat memanfaatkan tahapan 
pencermatan ulang RPJMDesa untuk menganali-
sis permasalahan dan pemetaaan  kapasitas/po-
tensi  yang  akan  menghasilkan upaya penyele-
saian masalah. semua usulan kegiatan yang 
berasal dari matrik RPJMDesa hasil pencermatan 
ulang dan merupakan kewenangan desa sebagai  
prioritas kegiatan untuk dilaksanakan pada  ta-
hun  yang  direncanakan  wajib  dimasukan  di  
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dalam  RKP Desa  dan  selanjutnya  dianggarkan  
di  dalam  APBDesa.  Saat tahapan  pencermatan  
ulang  ini  perlu  pula  dilakukan  sinkronisasi 
arah kebijakan daerah kedalam RPJMDesa yang 
selanjutnya akan dimasukan  pula  dalam  doku-
men  RKPDes  dan  DURKPDes  tahun berjalan 
(Suban, dkk., 2017).

Perencanaan anggaran yang responsif pan-
demi Covid-19 berarƟ  perencanaan anggaran 
yang respons terhadap kebutuhan penanganan 
terkait pandemi Covid-19. Terdapat beberapa 
regulasi dari Kementerian dalam mensikapi pan-
demi Covid-19 yang menjadi pedoman desa. 
Pertama, Peraturan Menteri Desa, Pembangun-
an Daerah TerƟ nggal, dan Transmigrasi Nomor  7  
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pera-
turan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Ter-
Ɵ nggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2020. Pasal 8  ayat  (2)  Penanganan  dampak  
Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019  dapat be-
rupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di  
Desa  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan pe-
rundang-undangan.

Kedua, Surat Edaran Kementerian Desa, PDT 
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 
Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat 
Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat 
Edaran ini melipuƟ  (1) Penegasan PKTD, (2) Desa 
Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan peruba-
han APBDes. Untuk pencegahan penyebaran 
Covid-19 yang disebut dalam edaran ini adalah, 
desa di instruksikan untuk membentuk Relawan 
Desa Lawan Covid-19 yang terdiri dari semua 
elemen perangkat desa, tokoh masyarakat dan 
bermitra dengan BabinkamƟ bmas, Babinsa 
dan Pendamping Desa. NanƟ nya Relawan akan 
memiliki tugas dalam pencegahan penyebaran, 
penanganan terhadap warga korban Covid-19, 
dan melakukan koordinasi ke pemerintah daerah.

Untuk ketahanan ekonomi masyarakat desa 
dalam menghadapi pandemi ada program PKTD, 
yaitu: (1) Dana Desa digunakan dengan pola 
PKTD, melalui pengelolaan secara swakelola, ser-
ta pendayagunaan sumber daya alam, teknologi 
tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia 
desa; (2) Pekerja diprioritaskan bagi anggota 
keluarga miskin, penganggur dan setengah pen-
ganggur, serta anggota masyarakat marjinal lain-
nya; (3) Pembayaran upah kerja diberikan seƟ ap 
hari; dan (4) Pelaksanaan kegiatan PKTD mengi-
kuƟ  ketentuan menerapkan jarak aman antara 
satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 
meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau 
pilek wajib menggunakan masker.

Mengacu surat edaran tersebut Desa dibe-
rikan kewenangan untuk mengubah Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada 
dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni 
program kegiatan yang bersifat PKTD dan pe-
nanganan Covid-19  (hƩ ps://ombudsman.go.id). 
Dengan demikian, secara prinsip desa perlu 
mengakomodir perencanaan anggaran sesuai 
dengan Surat Edaran Kementerian Desa, PDT 
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 
Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat 
Karya Tunai Desa.

PENUTUP
1. Proses perencanaan dan penganggaran desa 

melalui penyusunan: RPJMdesa, RKPDe-
sa, APBDesa, dan Rencana Kerja Anggaran 
(RKA).

2. Pelibatan masyarakat untuk berparƟ sipa-
si akƟ f dalam proses perencanaan dan pe-
nganggaran desa mutlak diperlukan sebagai 
konsekuensi regulasi maupun kebutuhan riil 
di lapangan.

3. Pada era pandemi Covid-19, perencanaan 
dan penganggaran desa perlu memperhaƟ -
kan penanganan pandemi di Ɵ ngkat desa.
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4. RKPDesa perlu memprioritaskan pada beber-
apa kebutuhan dalam rangka penanganan 
pandemi Covid-19 mengacu pada Surat Eda-
ran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 
Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap 
Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai 
Desa.

5. Program pengabdian memberikan dampak 
posiƟ f terhadap peningkatan pemahaman 
dan kepedulian desa terhadap perencanaan 
dan penganggaran desa yang berperspekƟ f 
pandemi Covid-19.
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Terimakasih disampaikan kepada Universitas 

Sebelas Maret melalui pendanaan pengabdian 
kepada masyarakat dengan surat kontrak pelak-
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